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Abstrak
Tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi
merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan
serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang
mengatur penguasaan dan penggunaan senjata api.
Permasalahan tersebut menjadi perhatian dalam perkara
Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-
05/AD/11/2025, ketika seorang prajurit TNI Angkatan Darat
menyerahkan senjata api inventaris satuan kepada pihak
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sipil tanpa izin pejabat yang berwenang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana
terhadap tindak pidana tanpa hak menerima atau
menyerahkan senjata api dan amunisi serta menganalisis
penerapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1951 terhadap perkara tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber
bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, buku, serta jurnal hukum yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis
Hakim menerapkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 karena unsur “Barang Siapa”, “tanpa
hak”, serta unsur senjata api dan amunisi telah terpenuhi
berdasarkan fakta persidangan. Terdakwa terbukti
menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan
menyerahkan pistol FN inventaris TNI AD kepada pihak sipil
tanpa kewenangan yang sah dan dijatuhi pidana penjara
selama 2 (dua) tahun.

Kata kunci: Senjata Api, Amunisi, Tindak Pidana, Tanpa
Hak, Hukum Militer.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil merupakan persoalan yang berkaitan
dengan keamanan dan ketertiban umum. Penguasaan senjata api pada dasarnya harus dilakukan
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kepemilikan tanpa izin dapat
menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menguasainya (Afriyanto, 2022: 49).
Pengaturan tersebut diperlukan karena senjata api mempunyai daya rusak yang dapat
membahayakan keselamatan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api
juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat (Waluyo, 2016).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur larangan terhadap tindakan
tanpa hak yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi. Larangan tersebut mencakup
perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, dan membawa senjata api.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam penanganan tindak pidana senjata
api di Indonesia (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951). Penerapan aturan tersebut
dapat ditemukan dalam berbagai perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Ketentuan pidana
tersebut juga digunakan dalam perkara yang melibatkan pihak militer dan masyarakat sipil.

Penyerahan senjata organik militer kepada masyarakat sipil dapat menimbulkan
persoalan hukum. Senjata organik merupakan bagian dari perlengkapan yang penggunaannya
berkaitan dengan tugas kedinasan. Penyerahan senjata kepada pihak yang tidak memiliki
kewenangan dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap
penggunaan senjata api diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak
berwenang (Andi Widjajanto dkk., 2013). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat
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menimbulkan pertanggungjawaban bagi pihak yang menyerahkan maupun pihak yang
menerima.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/11/2025 menunjukkan adanya
perkara yang berkaitan dengan penyerahan senjata organik kepada pihak sipil. Perkara tersebut
melibatkan seorang prajurit sebagai pihak yang menyerahkan senjata. Pihak sipil yang
menerima senjata juga diproses berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Keadaan tersebut
memperlihatkan adanya hubungan antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum.
Pemeriksaan terhadap perkara tersebut dapat digunakan untuk melihat penerapan unsur tindak
pidana dalam praktik peradilan.

Unsur “tanpa hak” mempunyai kedudukan penting dalam penerapan Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Unsur tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang
mempunyai kewenangan terhadap senjata api yang dikuasainya. Penilaian terhadap unsur
tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang terbukti dalam persidangan.
Pemahaman terhadap unsur tindak pidana diperlukan agar penerapan hukum sesuai dengan
perbuatan yang dilakukan (Afdal, 2023: 77). Penafsiran unsur tersebut juga berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan mengenai kepemilikan dan
penyalahgunaan senjata api. Syafrudin dan Malik membahas penegakan hukum terhadap
kepemilikan senjata api ilegal yang menyebabkan kematian seseorang (Syafrudin & Malik, 2024:
104). Tumewu membahas penerapan sanksi hukum terhadap kepemilikan senjata api di
Indonesia (Tumewu, 2023: 88). Prakoso mengkaji hubungan antara anggota militer dan pihak
sipil dalam perkara penjualan senjata api (Prakoso, 2023: 77). Putri dan Santoso membahas
sanksi pidana terhadap penjualan senjata api di Indonesia (Putri & Santoso, 2023: 57).
Penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian mengenai tindakan
menerima dan menyerahkan senjata organik militer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode ini
bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai objek penelitian berdasarkan fakta
dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil uraian tersebut kemudian dianalisis untuk
memperoleh pemahaman mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini membahas
tindak pidana tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api serta amunisi. Penerapan
ketentuan tersebut dianalisis melalui Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-
05/AD/11/2025. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan permasalahan
hukum dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto &
Sri Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan
tersebut dilakukan dengan menelaah hukum berdasarkan norma yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. Bahan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur
hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan lain yang berkaitan dengan senjata api. Putusan
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Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.1-05/AD/11/2025 digunakan untuk melihat penerapan
norma hukum dalam perkara yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada

penelitian terhadap bahan hukum dan norma yang berlaku (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,
2015).

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,
serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, doktrin hukum, dan
pendapat ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus
hukum, ensiklopedia, dan bahan pendukung lainnya. Penelitian lapangan dilakukan melalui
wawancara dengan aparat penegak hukum militer, praktisi hukum pidana, atau akademisi yang
memahami persoalan senjata api (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara apabila
diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan
mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara
digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dari narasumber yang memahami penerapan
hukum terhadap senjata api. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan interpretasi hukum
secara gramatikal, sistematis, dan otentik. Analisis juga dapat menggunakan konstruksi hukum
melalui metode analogi dan argumentum a contrario. Analisis data dilakukan secara kualitatif
normatif dengan menghubungkan data penelitian dengan norma hukum, teori hukum, dan
doktrin yang relevan (Amalia dkk., 2024). Studi kepustakaan dilaksanakan di Perpustakaan
Universitas Subang, Jalan R.A. Kartini Km. 3, Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Jalan
Adisucipto Km. 17, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, atau instansi terkait yang
mempunyai data mengenai tindak pidana senjata api dan amunisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara ini bermula ketika Terdakwa selaku Komandan Kompi B Yonzipur 6/SD di
Kabupaten Bengkayang memiliki hubungan dekat dengan Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H.
Syamsul Rizal, sejak tahun 2022. Hubungan tersebut membuat Terdakwa mengenal Minardi yang
bertugas sebagai ajudan Wakil Bupati (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-
05/AD/11/2025, fakta persidangan angka 6 dan 10). Dalam jabatannya, Terdakwa menguasai
pistol FN 46 P1 Pindad Nomor Senjata 7023873 beserta satu magazen sebagai inventaris militer
(Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.1-05/AD/I11/2025, fakta persidangan angka
7). Pada 16 Juni 2023, Terdakwa memerintahkan Serda Laurensius Hendi mengambil senjata
SS2 V1 Pindad Nomor Senjata 019038 beserta tiga magazen dan amunisi dari gudang satuan
untuk kemudian disimpan di rumah dinas Terdakwa (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor
06-K/PM.1-05/AD/11/2025, fakta persidangan angka 10). Persoalan utama terjadi ketika pistol
FN 46 P1 Pindad dipinjamkan kepada Wakil Bupati melalui Minardi tanpa surat yang sah, tanpa
sepengetahuan, dan tanpa izin Komandan Batalyon. Terdakwa mengakui perbuatan tersebut
dan mengetahui bahwa senjata serta amunisi inventaris TNI AD tidak boleh dipinjamkan kepada
pihak lain tanpa izin satuan (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.1-05/AD/11/2025,
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fakta persidangan angka 15, 16, dan 17). Tindakan tersebut dilakukan atas dasar hubungan
pribadi dan Terdakwa tidak memperoleh imbalan materiil, tetapi keadaan tersebut tidak

menghilangkan persoalan hukum mengenai penyerahan senjata kepada pihak yang tidak
berwenang.

Berdasarkan fakta persidangan, Oditur Militer menilai perbuatan Terdakwa memenuhi
unsur tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata
kelola senjata dalam lingkungan militer, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana
karena senjata api organik militer diserahkan kepada pihak sipil tanpa kewenangan. Kedekatan
pribadi dengan penerima tidak dapat menjadi dasar untuk menyerahkan senjata api inventaris
militer kepada pihak yang tidak berhak. Dari perspektif pemidanaan, penegakan hukum
terhadap perbuatan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api
serta menjaga disiplin prajurit. Perkara ini kemudian diperiksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi
Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/11/2025 yang menilai unsur “tanpa hak menyerahkan”,
pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebagai prajurit, dan penerapan Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 terhadap penyerahan senjata api organik militer kepada pihak sipil.

1. Analisis Penerapan Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima atau
Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi

Penerapan sanksi pidana dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-
K/PM.1-05/AD/11/2025 perlu dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketentuan tersebut mengatur
berbagai perbuatan yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi, termasuk menerima,
menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengeluarkan dari
Indonesia. Setiap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan “tanpa
hak”. Unsur tersebut menjadi dasar untuk membedakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan
kewenangan hukum dengan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Penilaian terhadap
unsur tersebut harus memperhatikan status pelaku, sumber kewenangan, tujuan penggunaan
senjata, serta prosedur yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku (Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1)).

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur tanpa hak menunjukkan tidak adanya kewenangan yang
sah bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan juga dapat
dinilai tanpa hak apabila seseorang menggunakan kewenangannya melampaui batas yang telah
ditentukan oleh peraturan (Lamintang, 2013). Pendapat tersebut relevan untuk menilai
kedudukan Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa merupakan Komandan Kompi B Yonzipur
6/SD yang memiliki tanggung jawab terhadap personel dan materiil satuan. Kedudukan tersebut
memberikan akses terhadap senjata api inventaris militer, tetapi tidak memberikan hak untuk
memindahtangankan atau meminjamkan senjata kepada pihak sipil berdasarkan kepentingan
pribadi. Kewenangan yang dimiliki Terdakwa tetap dibatasi oleh aturan kedinasan dan
ketentuan hukum mengenai pengelolaan senjata api.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau organ tertentu untuk
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melakukan tindakan hukum. Kewenangan tersebut mempunyai batas mengenai sumber, tujuan,
dan ruang lingkup penggunaannya (Hadjon, 2019). Berdasarkan pandangan tersebut, jabatan
Terdakwa sebagai Komandan Kompi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan yang tidak
terbatas. Kewenangan tersebut diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengelolaan
materiil satuan. Penggunaan senjata api di luar kepentingan kedinasan harus tetap mengikuti
prosedur dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang. Apabila kewenangan
digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan
tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan yang sah.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menguasai pistol FN 46 P1 Pindad
Nomor Senjata 7023873 sebagai inventaris TNl AD. Terdakwa kemudian meminjamkan pistol
tersebut kepada Minardi yang merupakan ajudan Wakil Bupati Bengkayang. Penyerahan
dilakukan tanpa surat yang sah serta tanpa sepengetahuan dan izin Komandan Batalyon
Yonzipur 6/SD (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.1-05/AD/11/2025, fakta
persidangan angka 15, 16, dan 17). Terdakwa juga mengetahui bahwa senjata api inventaris
TNI AD tidak dapat dipinjamkan kepada pihak lain tanpa prosedur yang ditentukan.
Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memahami batas kewenangan yang
melekat pada jabatannya.

Keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan kewenangan yang
dijelaskan Ridwan HR. Penggunaan kewenangan harus sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan oleh peraturan hukum yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut (Ridwan
HR, 2020). Dalam perkara ini, kewenangan Terdakwa terhadap senjata api diberikan karena
kepentingan kedinasan. Terdakwa menggunakan penguasaan tersebut untuk meminjamkan
pistol kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menguasai senjata api organik
militer. Perbuatan tersebut dilakukan karena hubungan pribadi dengan Wakil Bupati
Bengkayang dan bukan karena pelaksanaan tugas militer (Putusan Pengadilan Tinggi Militer
Nomor 06-K/PM.1-05/AD/11/2025, fakta persidangan angka 16). Hubungan pribadi tersebut tidak
dapat menjadi dasar kewenangan untuk menyerahkan senjata api inventaris negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 juga
memberikan dasar mengenai pentingnya perizinan, pengawasan, dan pengendalian terhadap
senjata api standar militer. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa senjata api militer tidak
dapat diperlakukan sebagai benda pribadi oleh prajurit yang memegangnya. Penguasaan
senjata api melekat pada tugas dan tanggung jawab kedinasan. Setiap penggunaan dan
pengeluaran senjata harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan kepada pihak
yang tidak memiliki kewenangan bertentangan dengan sistem pengendalian tersebut (Peraturan
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pengetahuan Terdakwa mengenai larangan
tersebut juga menjadi bagian penting dalam menilai kesalahan. Moeljatno menjelaskan bahwa
kesalahan berkaitan dengan keadaan batin seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan dan
dapat dilihat dari adanya pengetahuan serta kehendak terhadap perbuatan tersebut
(Moeljatno, 2015). Dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa senjata api inventaris
satuan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin. Terdakwa tetap memberikan
pistol tersebut kepada Minardi berdasarkan hubungan pribadi dengan Wakil Bupati Bengkayang.
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Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran terhadap
tindakan yang dikerjakan.

Unsur berikutnya berkaitan dengan perbuatan menerima atau menyerahkan senjata api
dan amunisi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara tegas
mencantumkan perbuatan menerima dan menyerahkan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang
apabila dilakukan tanpa hak. Unsur tersebut berkaitan dengan tindakan nyata yang
menyebabkan senjata api berpindah dari penguasaan seseorang kepada pihak lain. Pembuktian
unsur tersebut tidak harus menunjukkan adanya perpindahan hak milik. Perpindahan
penguasaan secara fisik sudah menjadi keadaan yang relevan dalam menentukan terpenuhi atau
tidaknya unsur tersebut.

Dalam perkara ini, Terdakwa secara aktif menyerahkan pistol FN 46 P1 Pindad kepada
Minardi. Pistol tersebut kemudian berada dalam penguasaan Minardi selama beberapa waktu
sebelum dikembalikan kepada Terdakwa (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-
05/AD/11/2025, fakta persidangan angka 17). Keadaan tersebut menunjukkan adanya
perpindahan penguasaan secara nyata. Pistol tersebut memang tidak dijual dan tidak terjadi
perpindahan hak milik. Perbuatan Terdakwa tetap dapat dipandang sebagai penyerahan karena
senjata telah berpindah dari penguasaan Terdakwa kepada pihak lain tanpa dasar kewenangan
yang sah.

Laurensius menjelaskan bahwa pengaturan senjata api melalui Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pembatasan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata
api oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Perpindahan penguasaan terhadap senjata
api menjadi persoalan hukum ketika dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan oleh ketentuan
hukum (Laurensius, 2023). Pemikiran tersebut sesuai dengan keadaan dalam perkara ini karena
Minardi bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan kedinasan untuk menguasai
pistol FN inventaris TNl AD. Penyerahan tersebut juga tidak didasarkan pada perintah atau
kepentingan resmi satuan.

Tidak adanya keuntungan ekonomi bagi Terdakwa tidak menghilangkan terpenuhinya
unsur menyerahkan. Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, dan Melisa Safitri
menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara senjata api berkaitan dengan
tindakan tanpa hak terhadap objek yang dilarang, bukan semata-mata dengan ada atau
tidaknya keuntungan ekonomi (Akbar, Jainah, & Safitri, 2023). Fakta bahwa Terdakwa tidak
memperoleh imbalan hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan tertentu dalam proses
penjatuhan pidana. Fakta tersebut tidak mengubah keadaan bahwa senjata api telah diberikan
kepada pihak yang tidak berwenang. Perbuatan menyerahkan tetap harus dinilai berdasarkan
ketentuan pidana yang berlaku.

Dari sisi penerimaan, Minardi memperoleh penguasaan atas pistol yang diberikan oleh
Terdakwa. Penguasaan tersebut berlangsung selama beberapa hari sebelum senjata
dikembalikan. Andi Hamzah menjelaskan bahwa menerima berkaitan dengan tindakan
memperoleh atau mengambil alih penguasaan atas suatu objek dari pihak lain (Hamzah, 2014).
Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa dan tindakan Minardi membentuk satu rangkaian
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peristiwa yang menunjukkan adanya perpindahan penguasaan. Terdakwa melakukan tindakan
menyerahkan, sedangkan Minardi menerima dan menguasai senjata tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini juga perlu dilihat dari hubungan antara
fakta persidangan dan unsur tindak pidana. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa
penemuan hukum merupakan proses untuk menemukan ketentuan hukum yang dapat
diterapkan terhadap peristiwa konkret berdasarkan fakta yang telah terbukti (Sudikno
Mertokusumo, 2009). Hakim harus menilai fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum secara
terhubung. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan status Terdakwa sebagai
prajurit TNl AD, jabatan sebagai Komandan Kompi, penguasaan terhadap senjata api,
penyerahan kepada Minardi, serta pengetahuan Terdakwa mengenai aturan penggunaan
senjata.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan tertentu
dalam pengelolaan materiil satuan. Kewenangan tersebut tidak memberikan hak untuk
menyerahkan senjata api organik kepada pihak sipil. Pertimbangan tersebut menunjukkan
bahwa hakim membedakan antara kewenangan untuk menguasai senjata karena jabatan dengan
hak untuk menyerahkan senjata kepada pihak lain. Pembedaan tersebut sesuai dengan konsep
kewenangan yang dikemukakan Hadjon bahwa kewenangan selalu memiliki batas berdasarkan
peraturan yang menjadi sumbernya (Hadjon, 2019). Terdakwa menggunakan kewenangan yang
dimilikinya di luar tujuan kedinasan yang menjadi dasar penguasaannya.

Hakim juga mempertimbangkan adanya perpindahan penguasaan pistol FN dari Terdakwa
kepada Minardi. Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa memperkuat fakta bahwa senjata
tersebut memang diberikan dan kemudian berada dalam penguasaan pihak lain (Putusan
Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/11/2025, fakta persidangan angka 17).
Perpindahan tersebut telah memenuhi karakter perbuatan menyerahkan karena terdapat
tindakan aktif dari Terdakwa untuk memberikan penguasaan senjata. Keadaan tersebut tidak
berubah hanya karena pistol akhirnya dikembalikan kepada Terdakwa. Pengembalian tersebut
terjadi setelah penguasaan sementara oleh pihak lain dan tidak menghapus fakta bahwa
penyerahan sebelumnya telah dilakukan.

Pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa juga memiliki hubungan dengan status dan
pengalaman kedinasannya. Terdakwa merupakan perwira TNl AD yang memahami ketentuan
mengenai pengelolaan senjata api. Terdakwa mengetahui bahwa senjata inventaris satuan tidak
dapat dipinjamkan tanpa izin komandan. Pengetahuan tersebut diperkuat oleh keterangan
Terdakwa dalam persidangan (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-
05/AD/11/2025, bagian keterangan Terdakwa). Dalam keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa
tidak menunjukkan adanya ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Tindakan dilakukan
dengan mengetahui bahwa penggunaan dan penyerahan senjata memiliki prosedur tertentu.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi bagian dari pertimbangan
hakim dalam menentukan pidana. Kedudukan Terdakwa sebagai prajurit dan perwira menjadi
keadaan yang perlu diperhatikan karena prajurit mempunyai kewajiban menjaga disiplin dan
menaati ketentuan yang berlaku dalam lingkungan militer. Penyerahan senjata api organik
kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan juga berkaitan dengan pengamanan materiil
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militer (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I11/2025, bagian keadaan
yang memberatkan dan meringankan). Di sisi lain, sikap Terdakwa selama persidangan,
pengakuan terhadap perbuatan, belum pernah dijatuhi pidana, serta tidak memperoleh

keuntungan ekonomi menjadi keadaan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor yang
meringankan.

Pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan teori pemidanaan. Zainab Ompu Jainah
menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dipahami dari beberapa teori, termasuk teori yang
menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan dan teori yang melihat pidana sebagai sarana
pencegahan serta perlindungan masyarakat (Jainah, 2018). Dalam perkara ini, penjatuhan
pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pidana
juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga kepatuhan terhadap aturan pengelolaan senjata api
di lingkungan militer. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat menjadi bagian
dari upaya menjaga disiplin dan mencegah penyalahgunaan senjata api.

Apabila dikaitkan dengan efektivitas hukum, perkara ini menunjukkan bahwa aturan
mengenai senjata api telah tersedia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan
peraturan mengenai pengendalian senjata api standar militer. Winarno Yudho dan Herry
Tjandrasari menjelaskan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk
mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Winarno
Yudho & Herry Tjandrasari, 1987). Dalam perkara ini, persoalan bukan terletak pada tidak
adanya aturan yang mengatur senjata api. Terdakwa telah mengetahui adanya pembatasan
terhadap penggunaan dan penyerahan senjata, tetapi tetap melakukan tindakan yang berada
di luar kewenangannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada kepatuhan
terhadap norma yang telah tersedia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan
Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I11/2025 dapat dianalisis melalui terpenuhinya unsur
tanpa hak dan unsur menerima atau menyerahkan senjata api sebagaimana Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Terdakwa memiliki kewenangan menguasai
senjata karena jabatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkannya kepada pihak
sipil berdasarkan hubungan pribadi. Terdakwa juga mengetahui bahwa penyerahan senjata
membutuhkan izin dan sepengetahuan komandan satuan. Fakta bahwa pistol FN telah berpindah
secara nyata kepada Minardi menunjukkan adanya perbuatan menyerahkan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut. Pertimbangan hakim yang menghubungkan status
Terdakwa, batas kewenangan, fakta penyerahan, pengetahuan mengenai aturan, serta keadaan
yang memberatkan dan meringankan menunjukkan dasar pertimbangan yang berkaitan langsung
dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Analisis Penerapan Ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Senjata Api dan Munisi

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan salah satu
ketentuan pidana yang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan
senjata api, munisi, dan bahan peledak. Ketentuan tersebut memberikan larangan terhadap
berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan tanpa hak terhadap benda-benda tersebut. Pasal 1
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ayat (1) mengatur perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan
senjata api, munisi, atau bahan peledak tanpa hak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa
larangan pidana tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan senjata api. Larangan juga
mencakup tindakan yang menyebabkan seseorang menerima, menguasai, membawa,
menyimpan, menggunakan, atau menyerahkan senjata api kepada pihak lain. Pengaturan yang
luas tersebut berkaitan dengan karakter senjata api sebagai benda yang penggunaannya
membutuhkan pengawasan dan pengendalian dari negara. Pengaturan mengenai senjata api
juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Andi Widjajanto dkk. menjelaskan bahwa pengaturan senjata api diperlukan untuk memberikan
batasan terhadap kepemilikan, penggunaan, peredaran, serta pengawasan senjata api agar
tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan (Andi Widjajanto dkk.,
2013).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai rumusan yang
mencantumkan beberapa bentuk perbuatan dalam satu ketentuan pidana. Keberadaan
beberapa bentuk perbuatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan
rumusan pasal dengan fakta yang terbukti dalam persidangan. Hakim tidak harus menyatakan
seluruh bentuk perbuatan dalam pasal dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan yang dinyatakan
terbukti harus mempunyai hubungan dengan fakta yang diperoleh melalui alat bukti dan
pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban
pidana harus didasarkan pada perbuatan yang dapat dibuktikan secara sah. Moeljatno
menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat perbuatan
yang memenuhi rumusan tindak pidana dan dapat dibuktikan dilakukan oleh pelaku (Moeljatno,
2015). Penerapan ketentuan tersebut terlihat dalam perkara Efrizal karena Majelis Hakim
menghubungkan bentuk perbuatan yang terbukti dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Unsur “tanpa hak” menjadi bagian penting dalam penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Istilah tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap
tindakan terhadap senjata api secara otomatis merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut
menjadi perbuatan yang dilarang ketika dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Hak atau
kewenangan untuk menguasai dan menggunakan senjata api harus berasal dari ketentuan
hukum atau izin pejabat yang mempunyai kewenangan. Status atau kedudukan seseorang saja
tidak dapat dijadikan dasar bahwa orang tersebut bebas melakukan seluruh tindakan terhadap
senjata api. Pembatasan tersebut diperlukan karena penguasaan senjata api mempunyai
konsekuensi terhadap keamanan dan ketertiban. Menurut Hadjon, kewenangan dalam hukum
administrasi negara harus mempunyai dasar yang jelas dan pelaksanaan kewenangan harus
berada dalam batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Hadjon, 2019).
Pemikiran tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa kewenangan terhadap senjata api
tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegangnya, tetapi juga mengenai batas tindakan
yang dapat dilakukan oleh pemegangnya.

Dalam perkara Efrizal, kedudukan terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak secara otomatis
memberikan kewenangan untuk menyerahkan senjata api inventaris satuan kepada pihak sipil.
Senjata api yang berada dalam penguasaan terdakwa merupakan bagian dari perlengkapan
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militer yang mempunyai ketentuan khusus mengenai penggunaan, penyimpanan, pengawasan,
dan pengelolaannya. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
memberikan pengaturan mengenai perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api
standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Pengaturan tersebut
menunjukkan bahwa senjata api standar militer berada dalam sistem pengawasan yang tidak
dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang. Dalam perkara yang diperiksa, terdakwa
diketahui menerima, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api inventaris satuan.
Terdakwa kemudian menyerahkan satu pucuk pistol FN 46 P1 Pindad kepada Saksi-3 yang
merupakan pihak sipil. Penyerahan tersebut tidak didasarkan pada izin atau perintah pejabat
yang berwenang sebagaimana diperoleh dari fakta perkara (Putusan Pengadilan Tinggi Militer
Nomor 06-K/PM.1-05/AD/11/2025).

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan untuk menguasai
senjata api dalam rangka kedinasan dan kewenangan untuk menyerahkannya kepada pihak lain.
Seorang prajurit dapat memperoleh akses terhadap senjata api karena tugas dan
kedudukannya. Akses tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai penggunaan dan
pengamanan senjata api. Kewenangan yang diberikan untuk kepentingan kedinasan tidak dapat
dipahami sebagai kewenangan yang tidak terbatas. Ridwan HR menjelaskan bahwa penggunaan
kewenangan harus tetap berada dalam batas yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan
pemberian kewenangan (Ridwan HR, 2020). Dalam perkara Efrizal, tindakan menyerahkan pistol
inventaris satuan kepada pihak sipil berada di luar penggunaan senjata api untuk kepentingan
kedinasan. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghubungkan tindakan
terdakwa dengan unsur “tanpa hak”.

Penerapan ketentuan pidana juga memerlukan kejelasan mengenai objek yang menjadi
sasaran perbuatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan
pengertian mengenai senjata api dan amunisi dengan merujuk pada ketentuan peraturan yang
berkaitan dengan senjata api. Pengertian tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah
benda yang berada dalam penguasaan terdakwa termasuk objek yang dimaksud dalam
ketentuan pidana. Dalam perkara Efrizal, objek yang diperiksa berupa senjata api inventaris
TNI AD, termasuk pistol FN 46 P1 Pindad, magazen, dan munisi. Keberadaan benda tersebut
diperkuat dengan barang bukti yang diperiksa dalam proses persidangan. ldentifikasi objek
tindak pidana menjadi penting karena penerapan Pasal 1 ayat (1) tidak dapat dilepaskan dari
keberadaan senjata api, munisi, atau bahan peledak sebagai objek yang dilindungi oleh
ketentuan tersebut. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana harus
menghubungkan rumusan norma dengan keadaan faktual yang dapat dibuktikan di persidangan
(Lamintang, 2013).

Subjek tindak pidana juga menjadi bagian yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Dalam
perkara tersebut, unsur “Barang Siapa” diarahkan kepada Efrizal sebagai orang yang didakwa
melakukan perbuatan pidana. Efrizal merupakan prajurit TNI AD aktif yang diajukan sebagai
terdakwa dalam perkara tersebut. Kedudukannya sebagai subjek hukum memungkinkan Majelis
Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan
perbuatan yang didakwakan. Pemeriksaan terhadap unsur tersebut menjadi tahap awal untuk
menghubungkan identitas terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.
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Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kedudukan seseorang, tetapi juga
pada adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Hamzah menjelaskan bahwa
hukum pidana menentukan pertanggungjawaban berdasarkan adanya perbuatan pidana dan
keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (Hamzah, 2014). Atas dasar

tersebut, kedudukan Efrizal sebagai terdakwa harus dihubungkan dengan perbuatan konkret
yang terbukti dilakukan olehnya.

Penerapan Pasal 1 ayat (1) dalam perkara ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap
unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua. Unsur pertama adalah “Barang
Siapa”. Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa merupakan orang
yang didakwa dan diperiksa dalam perkara tersebut. Unsur berikutnya adalah “tanpa hak” yang
disertai dengan bentuk perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan
menyimpan senjata api serta munisi. Majelis Hakim tidak menerapkan seluruh bentuk perbuatan
yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). Hakim memilih bentuk perbuatan yang mempunyai
hubungan langsung dengan fakta yang terbukti selama persidangan. Pendekatan tersebut
menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana dilakukan dengan menghubungkan norma
hukum dengan perbuatan konkret terdakwa. Cara tersebut juga sesuai dengan prinsip bahwa
hakim harus mendasarkan putusan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh melalui
pemeriksaan perkara.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Efrizal menerima dan menguasai senjata api
inventaris satuan. Senjata tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh terdakwa dalam
rangkaian peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan. Dalam perkara tersebut terdapat
tindakan menyerahkan satu pucuk pistol FN 46 P1 Pindad kepada Saksi-3. Pihak yang menerima
senjata tersebut bukan bagian dari lingkungan militer yang mempunyai kewenangan untuk
menguasai senjata api standar militer tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan tanpa izin dari
pejabat yang mempunyai kewenangan. Rangkaian perbuatan tersebut kemudian menjadi dasar
bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terpenuhinya bentuk perbuatan menerima,
menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor
06-K/PM.1-05/AD/11/2025).

Penerapan unsur menerima dan menyerahkan mempunyai arti penting dalam perkara ini
karena perbuatan terdakwa tidak berhenti pada penguasaan pribadi terhadap senjata api.
Terdapat tindakan lanjutan berupa pemberian senjata kepada pihak lain. Perbuatan menerima
berkaitan dengan tindakan terdakwa memperoleh atau menerima senjata api dalam rangkaian
peristiwa yang diperiksa. Perbuatan menyerahkan berkaitan dengan tindakan terdakwa
memberikan senjata tersebut kepada Saksi-3. Kedua bentuk perbuatan tersebut mempunyai
karakter yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu rumusan Pasal 1 ayat (1). Laurensius
menjelaskan bahwa penguasaan dan peredaran senjata api tanpa izin dapat menimbulkan
persoalan hukum karena senjata api merupakan benda yang peredarannya berada dalam
pengawasan negara (Laurensius, 2023). Akbar, Jainah, dan Safitri juga menjelaskan bahwa
perbuatan membawa dan menguasai senjata api tanpa hak dapat menimbulkan
pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan pidana
terbukti (Akbar, Jainah, & Safitri, 2023).
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Unsur menguasai, membawa, dan menyimpan juga mempunyai hubungan dengan fakta
mengenai keberadaan senjata api dalam penguasaan terdakwa. Penguasaan menunjukkan
adanya hubungan faktual antara terdakwa dan benda yang menjadi objek tindak pidana.
Membawa menunjukkan adanya tindakan memindahkan atau menempatkan senjata api dalam
penguasaan fisik terdakwa. Menyimpan berkaitan dengan tindakan menempatkan atau
mempertahankan senjata api pada tempat tertentu sehingga tetap berada dalam penguasaan
terdakwa. Ketiga bentuk perbuatan tersebut tidak harus dipahami sebagai perbuatan yang
berdiri sendiri apabila fakta perkara menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang saling
berkaitan. Dalam perkara Efrizal, keberadaan senjata api inventaris satuan dalam penguasaan
terdakwa menjadi salah satu fakta yang digunakan untuk membuktikan rangkaian perbuatan
tersebut. Hubungan antara penguasaan benda dan tindakan terdakwa terhadap benda tersebut
menjadi dasar dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1).

Penerapan unsur objek berupa senjata api dan amunisi juga telah dihubungkan dengan
barang bukti yang diperiksa dalam persidangan. Senjata api yang menjadi objek perkara
merupakan senjata api inventaris TNI AD. Pistol FN 46 P1 Pindad merupakan bagian dari benda
yang diperiksa dalam rangkaian pembuktian perkara. Keberadaan magazen dan amunisi juga
memperkuat identifikasi terhadap objek yang berkaitan dengan tindak pidana. Pemeriksaan
barang bukti menjadi bagian penting karena hakim harus memastikan bahwa benda yang
berkaitan dengan perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pembuktian objek tersebut kemudian dihubungkan
dengan tindakan terdakwa terhadap senjata api dan munisi. Hal tersebut memperlihatkan
bahwa penerapan ketentuan pidana tidak hanya didasarkan pada pengakuan atau keterangan
terdakwa, tetapi juga pada hubungan antara keterangan, barang bukti, dan fakta persidangan.

Majelis Hakim selanjutnya menghubungkan seluruh unsur tersebut dengan fakta yang
terbukti selama persidangan. Unsur “Barang Siapa” terpenuhi melalui identitas dan kedudukan
terdakwa sebagai subjek yang diperiksa dalam perkara. Unsur “tanpa hak” terpenuhi karena
tindakan terhadap senjata api dilakukan tanpa kewenangan yang sah untuk menyerahkan
senjata tersebut kepada pihak sipil. Bentuk perbuatan yang dipertimbangkan adalah menerima,
menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan. Unsur objek terpenuhi melalui
keberadaan senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti perkara. Berdasarkan hubungan
antara unsur-unsur tersebut dengan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan dakwaan
alternatif kedua terbukti secara sah dan meyakinkan (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor
06-K/PM.1-05/AD/11/2025).

Menurut peneliti, penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun
1951 dalam perkara Efrizal mempunyai dasar yang dapat ditelusuri dari hubungan antara norma
hukum dan fakta persidangan. Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan ketentuan pidana
yang digunakan. Setelah itu, hakim menguraikan unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan
tersebut. Setiap unsur kemudian dihubungkan dengan tindakan terdakwa dan barang bukti yang
terdapat dalam perkara. Pola tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya
didasarkan pada keberadaan senjata api dalam penguasaan terdakwa. Tindakan terdakwa
dalam menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan senjata api menjadi
bagian penting dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana.
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Penerapan ketentuan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara
kewenangan kedinasan dan tindakan pribadi terhadap senjata api inventaris. Terdakwa
memperoleh kedudukan sebagai prajurit TNI AD dan mempunyai akses terhadap senjata api
karena tugasnya. Akses tersebut tidak memberikan kebebasan untuk menyerahkan senjata
inventaris kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Penggunaan senjata api militer
harus tetap mengikuti prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pelanggaran
terhadap batas kewenangan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum apabila perbuatan yang
dilakukan memenuhi unsur tindak pidana. Peraturan mengenai perizinan, pengawasan, dan
pengendalian senjata api standar militer menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang
harus dipatuhi oleh pihak yang memperoleh akses terhadap senjata tersebut (Peraturan Menteri
Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020).

Pertimbangan Majelis Hakim juga dapat dilihat dari cara hakim menilai hubungan antara
fakta dan ketentuan hukum. Penemuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana dilakukan
dengan menentukan makna ketentuan hukum yang relevan kemudian menerapkannya terhadap
fakta yang terbukti. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum berkaitan
dengan proses hakim dalam menemukan dan memberikan makna terhadap ketentuan hukum
yang digunakan untuk menyelesaikan perkara (Sudikno Mertokusumo, 2009). Dalam perkara
Efrizal, Majelis Hakim menguraikan unsur tindak pidana kemudian menghubungkannya dengan
perbuatan terdakwa. Cara tersebut memberikan dasar yang sistematis dalam menyusun
pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa putusan tidak hanya
memuat kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa, tetapi juga menjelaskan hubungan antara
unsur pasal, fakta, dan alat bukti.

Pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi
bagian dari proses penjatuhan pidana. Keadaan tersebut digunakan oleh Majelis Hakim dalam
menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan perkara Efrizal, Majelis
Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana
tercantum dalam putusan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana
dilakukan setelah hakim mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan terdakwa dan
perbuatannya. Pemidanaan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembuktian
kesalahan, tetapi juga berkaitan dengan penentuan jenis dan lamanya pidana berdasarkan
pertimbangan yang terdapat dalam perkara. Zainab Ompu Jainah menjelaskan bahwa
pemidanaan merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang mempunyai tujuan tertentu
dalam memberikan respons terhadap tindak pidana dan pelakunya (Jainah, 2018). Dalam
perkara ini, pertimbangan tersebut kemudian berujung pada penjatuhan pidana penjara kepada
terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.1-05/AD/11/2025 pada akhirnya
menyatakan Efrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak
menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api dan amunisi
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1951. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada
terdakwa (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I11/2025). Putusan
tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
dilakukan dengan menghubungkan unsur tindak pidana dengan fakta konkret mengenai senjata
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api inventaris TNI AD. Kedudukan terdakwa sebagai prajurit tidak menghapus kewajiban untuk
mematuhi batas kewenangan dalam penguasaan dan penggunaan senjata api. Tindakan
menyerahkan senjata api kepada pihak sipil tanpa kewenangan menjadi fakta penting dalam
penerapan unsur “tanpa hak”. Berdasarkan analisis tersebut, penerapan Pasal 1 ayat (1) dalam
perkara Efrizal dapat dipahami melalui terpenuhinya unsur subjek, unsur tanpa hak beserta
bentuk perbuatan yang terbukti, dan unsur objek berupa senjata api serta munisi.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menerima,
menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I11/2025 telah dilakukan
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Majelis Hakim
menyatakan unsur “Barang Siapa”, “tanpa hak”, serta objek berupa senjata api dan
amunisi telah terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam
persidangan. Terdakwa selaku Komandan Kompi B Yonzipur 6/SD terbukti menerima,
menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan satu pucuk pistol FN inventaris TNI
AD kepada pihak sipil tanpa izin dan sepengetahuan Komandan Satuan. Kedudukan
Terdakwa sebagai prajurit TNl AD tidak memberikan kewenangan untuk menyerahkan
senjata api inventaris kepada pihak sipil di luar prosedur yang berlaku. Perbuatan tersebut
menunjukkan adanya kesalahan karena Terdakwa mengetahui batas kewenangannya
tetapi tetap melakukan penyerahan senjata api kepada pihak lain. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, Tentara Nasional Indonesia perlu meningkatkan
pengawasan terhadap pengelolaan, penggunaan, penyimpanan, dan pengeluaran senjata
api organik melalui pemeriksaan berkala serta pembinaan disiplin prajurit. Komandan
Satuan perlu memperketat administrasi dan pengendalian keluar masuk senjata api serta
memastikan setiap penggunaan dan pengeluaran senjata memperoleh persetujuan
pejabat yang berwenang. Aparat penegak hukum militer perlu menerapkan Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara konsisten terhadap pelanggaran yang
berkaitan dengan senjata api dan amunisi agar kepastian hukum dan disiplin militer tetap
terjaga. Kementerian Pertahanan dan TNI perlu mengevaluasi mekanisme pengawasan
senjata api organik agar seluruh senjata inventaris negara dapat terdata, terpantau, dan
dipertanggungjawabkan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anggota militer, efektivitas pengawasan
senjata api organik, serta penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
melalui kajian terhadap berbagai putusan pengadilan militer.
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